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ABSTRAK

Kiki Agung Mentari.04020190021 ‘Analisi Akibat Hukum Dari Cerai
Ghaib Menurut Kompilasi Hukum Islam’ Di bawah bimbingan Bapak
Sufirman Rahman sebagai Ketua Pembimbing dan Ibu Andi Risma
sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis akibat
hukum dari cerai ghaib berdasarkan kompilasi hukum islam dan factor-
faktor yang menyebabkan terjadinya cerai ghaib bagi pasangan suami istri

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Sumber
bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan
tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi
Pustaka dan studi dokumentasi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1.faktor-faktor yang
menjadi penyebab terjadinya perceraian ghaib adalah (1) suami pergi
merantau bertahun tahun tanpa kabar. (2)tidak ada keharmonisan dalam
rumah tangga,(3).tidak adanya tanggung jawab,(4)kekerasan dalam
rumah tangga,(5)adanya pihak ketiga,(6)faktor ekonomi,(7)kurangnya
keterampilan dalam berkomunikasi,dan (8)ekspetasi terlalu tinggi 2.
Akibat Hukum Dari Cerai Ghaib Menurut Kompilasi Hukum Islam memberi
akibat hukum berupa kepastian status istri. Dalam hal tempat kediaman
tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat
kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan
di tempat kediaman penggugat

Rekomendasi penelitian ini dalam analisis akibat hukum dari cerai
ghaib adalah supaya dapat diperhatikan adalah Jika ada solusi yang masi
bisa ditempuh maka sebaiknya perceraian harus dihindari perceraian
menjadi solusi akhir jika memang tidak ada solusi lain lagi. Suami yang
hendak pergi keluar kota dengan alasan bekerja, berwisata, atau
berdakwa hendanya memberikabar kepada istrinya dan meninggalkan
harta yang cukup kepada istri dan anak-anaknya sebagai nafkah yang
telah menjadi tanggung jawabnya.

Kata Kunci: Perceraian, Cerai ghaib, Akibat Hukum
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ikatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang
sakinah, mawaddah, dan warahmah. Namun demikian seringkali
terjadi konflik hingga berujung pada perceraian. Perceraian dapat
diartikan sebagai putusnya perkawinan atau dapat diartikan sebagai
putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan
berakhinya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri
tersebut. Sering terjadinya konflik kerap kali membuat salah satu pihak
melarikan diri dari kediaman hingga tidak dapat terdeteksi dimana
keberadaannya, hingga akhirnya pihak yang ditinggalkan terpaksa
mengajukan cerai ghaib ke pengadilan yang mana dalam hal tersebut
penggugat dapat mengajukan gugatan kepada tergugat yang tidak
diketahui keberadaannya. Cerai ghaib memberi akibat hukum berupa
kepastian status bagi pihak yang ditinggalkan, selain itu cerai ghaib
juga memberi kepastian mengenai hak asuh anak yang otomatis jatuh
ke tangan penggugat. Kemudian mengenai harta yang ditinggalkan
secara umum jatuh kepada penggugat karena ketidakjelasan status
tergugat.

Pernikahan berlangsung bukan semata-mata hanya untuk
menyalurkan hasrat biologis namun mengandung aspek keperdataan

yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri. Oleh karena



itu, antara hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara
suami dengan istrinya.'Hak dan kewajiban suami istri di Indonesia
telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Perkawinan diatur tepatnya dalam Pasal 30 - Pasal 34. Selain itu hal
ini juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 77 -Pasal
84.7

Pernikahan pasti akan dibumbui dengan permasalahan, maka
apabila hal seperti ini terus dipertahankan maka akan menimbulkan
madharat bagi suami atau istri. Maka dalam hal ini harus diambil suatu
solusi yang dalam Islam kerap disebut sebagai “perbuatan yang
diperbolehkan namun sangat dibenci oleh Allah SWT” Secara asal,
perceraian adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Allah dan justru

disukai oleh Iblis. Allah Subhaanahu Wa Ta’ala berfirman :

Terjemahan:

‘Dan jika kalian bertekad kuat untuk thalag, maka sesungguhnya
Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (Q.S al-Baqarah: 227).

Realita sekarang ini, beberapa kasus terjadi suatu fenomena

dimana seorang pasangan meninggalkan pasangannya dalam waktu

1 Hasbullah Bakry, Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturaan Perkawinan Di
Indonesia, Djambatan, Jakarta,1985, him. 3.

2 A. Rofig, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2013, him. 148-
1409.



yang lama tanpa memberikan informasi mengenai keberadaan dirinya
yang menyebabkan pasangannya mengajukan permintaan cerai,
fenomena ini dikenal sebagai Cerai Ghaib.

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang berhubungan dengan
suami hilang (ghaib) diatur pada Pasal 116 Point b yang menyatakan:
3“Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-
turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di
luar kemampuannya”.

Terdapat banyak faktor yang memicu terjadinya perceraian,
salah satunya menghilangnya salah satu pihak dengan meninggalkan
pihak lainnya tanpa memberikan kabar dalam jangka waktu yang lama
dan mengakibatkan ketidakjelsan terhadap status perkawinan yang
ditinggalkan. Pernikahan pasti akan dibumbui dengan permasalahan,
maka apabila hal seperti ini terus dipertahankan maka akan
menimbulkan madharat bagi suami atau istri. Maka dalam hal ini harus
diambil suatu solusi yang dalam Islam kerap disebut sebagai
“‘perbuatan yang diperbolehkan namun sangat dibenci oleh Allah
SWT”, perbuatan ini dikenal sebagai perceraian. 4 Perceraian diawali
dengan dijatuhkannya talak, dimana talak dapat diartikan sebagai

pelepasan ikatan pernikahan yang mengikat.

Indonesia, Instruksi Presiden Republik Indonesia Tentang Kompilasi Hukum Islam,
Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 116.

Ali yusuf As-Subki, Figh Keluarga, diterjemahkan oleh Nur Khozin, Amzah,
Jakarta,2012, him. 33.



Awetnya kehidupan perkawinan adalah suatu tujuan yang
sangat didambakan oleh setiap pasangan. Dalam menaungi kehidupan
berumah tangga, pasti akan selalu ada hambatan dan rintangan.
Namun hal tersebut bukanlah alasan untuk mengakhiri sebuah ikatan.
Tujuan dari sebuah perkawinan yaitu membangun rumah tangga yang
abadi, Sedangkan jika keretakan yang telah timbul sudah tidak dapat
utuh kembali, maka jalan terakhir yang dapat ditempuh yaitu melalui
jalur perceraian. Bermacam-macam alasan dapat menjadi penyebab
utama dari sebuah perceraian, salah satunya dari alasan tersebut yaitu
hilangnya atau tidak diketahuinya keberadaan salah satu pihak baik
suami maupun istri yang menyebabkan tidak jelasnya status baik dari
status perkawinan tersebut ataupun status kejelasan suami atau istri
tersebut. Ketidakjelasan status dari status perkawinan tersebut
ataupun status kejelasan suami atau istri tersebut. Ketidakjelasan
status oleh salah satu pihak itu dapat menyebabkan tidak dapat
terpenuhinya hak maupun kewajiban dari suami atau istri tersebut.
Maka dari itu, cerai ghaib dapat menjadi jalan untuk memberikan
kepastian status bagi salah satu pihak yang ditinggalkan dan dirugikan
untuk menjamin kepastian hidup.

Cerai ghaib memberikan kepastian status bagi pihak yang
ditinggalkan. Putusan jatuhnya perceraian yang dikeluarkan oleh
hakim memiliki kekuatan hukum tetap bagi para pihak, jika dalam

jangka waktu 2 minggu setelah putusan jatuh oleh hakim tidak ada



komplain dari pihak tergugat, maka putusan tersebut otomatis memiliki
kekuatan hukum tetap. Akan tetapi jika dalam jangka waktu 2 minggu
setelah dijatuhkan putusan perceraian oleh hakim, pihak tergugat
muncul untuk melakukan komplain ataupun menyatakan keberatan
atas putusan tersebut maka dapat mengajukan perlawanan atau biasa
disebut verzet dan hakim akan membuka kembali untuk melanjutkan
proses persidangan.

Perceraian merupakan fenomena yang sudah tidak asing lagi
bagi masyarakat indonesia. Perceraian merupakan putusnya ikatan
dalam hubungan suami istri berarti putusnya hukum perkawinan
sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan
tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga. °
Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa
“‘Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk
keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal.” Dari pasal
tersebut seharusnya dapat dipahami bahwa dalam membina keluarga
masing-masing dari suami-istri hendaknya berusaha sekuat tenaga
dalam menjaga keutuhan rumah tangganya bukan justru sebaliknya.

Namun, apabila dalam rumah tangga itu sudah tidak ada lagi
keselarasan  sehingga terjadi  perselisihan, pada akhirnya

mengakibatkan penderitaan disebabkan karena salah satu pihak tidak

5

Indonesia, Instruksi Presiden Republik Indonesia Tentang Kompilasi Hukum Islam,
Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 116.



menyadari dan tidak melaksanakan kewajibannya, maka syara"
maupun  perundang-undangan membolehkan perceraian, jika
perceraian itu merupakan suatu jalan yang terbaik bagi pasangan
suami istri. Islam membenarkan adanya sebuah perceraian, namun
Islam menjadikan perceraian sebagai solusi terakhir dalam
menyelesaikan konflik dalam berumah tangga.

Salah satu perceraian yang terjadi dalam masyarakat adalah
cerai ghaib. Realita sekarang ini, beberapa kasus terjadi suatu
fenomena dimana seorang pasangan meninggalkan pasangannya
dalam waktu yang lama tanpa memberikan informasi mengenai
keberadaan dirinya yang menyebabkan pasangannya mengajukan
permintaan cerai, fenomena ini dikenal sebagai Cerai Ghoib.
Bahkan,hukum Islam menganjurkan istri untuk mengajukan cerai gugat
di pengadilan seperti yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam
yang berhubungan dengan suami hilang (ghaib/mafqud). Dalam
Kompilasi Hukum islam yang berhubungan dengan suami hilang
(ghaib) diatur pada Pasal 116 Point b yang menyatakan:® “Salah satu
pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin
pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar
kemampuannya”. Sidang perceraian gaib hanyalah berlaku untuk
perceraian agama Islam untuk situasi dimana si tergugatnya tidak

diketahui alamat atau keberadaannya.

6
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Mengenai gugatan cerai ghaib (tidak diketahui keberadaannya)
diatur juga dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan: “Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak
jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang
tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat
kediaman penggugat’. Perceraian salah satu pihak ghaib seperti ini
biasanya istri atau penggugat yang hendak mengajukan gugatan
cerainya kepada pengadilan agama sering terkendala dengan
keberadaan suaminya yang tidak lagi diketahui keberadaannya.
Walaupun begitu dalam perceraian salah satu pihak gaib adapula
pihak suami atau pemohon yang juga mendapatkan perlakuan yang
sama, seperti suami yang tidak lagi dihargai, istri yang sudah memiliki
pria idaman lain, suami dalam kondisi sakit yang tidak mampu lagi
bekerja dan bahkan suami yang ditinggalkan tanpa kejelasan status
oleh istrinya bersama dengan anak-anaknya dan tidak lagi diketahui
keberadaannya. Harapan dilakukannya sidang cerai dengan pihak gaib
ini pada dasarnya untuk menjamin keselamatan dari pada nasib salah
satu pihak yang ditinggakan serta memperjelas status hukum dari
pihak yang ditinggalkan.

Perceraian merupakan perbuatan hukum dan sebegaimana
perceraian padaumumnya, tentu menimbulkan akibat hukum bagi para

pihak. Akibat Menurut pasal 20 ayat (2) Peraturan Pelaksanaan. No. 1



1975 : “Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak
diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman tetap, gugatan
perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman
penggugat”. Sedangkan Pasal 27 ayat (1) “Apabila Tergugat berada
dalam keadaan seperti tersebut pasal 20 ayat (2) panggilan dilakukan
dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di
Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat
kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh pengadilan. Ayat ke
(2), pengumuman seperti ayat (1) tersebut dilakukan sebanyak dua kali
dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan
kedua. Ayat (3) Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagai
yang dimaksud ayat 2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-
kurangnya 3 (tiga) bulan. Dan ayat ke (4) dalam hal sudah dilakukan
sebagaimana maksud ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak
hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila
gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

Apabila  mencermati perkembangan beberapa peraturan
perundang-undangan, sudah banyak yang mengalami revisi
(perubahan), hanya Undang Undang No. 1 Tahun 1974 yang belum
pernah mengalami perubahan yang signifikan, hanya Pasal 7 yang
baru direvisi dengan UU No. 16 Tahun 2019, yakni mengenai usia
pernikahan tidak ada perbedaan antara pria dan wanita sehingga

sama-sama 19 tahun yang diijinkan untuk menikah. Semestinya



masalah panggilan perceraian yang ghaib itu perlu diatur lagi dengan
Undang Undang Perkawinan berikutnya.

Sebuah keluarga yang menjalani kehidupan tidak selamanya
keadaan berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan,
tetapi ada hal-hal lainnya yang secara sengaja atau tidak sengaja
menjadi penghambat dan akhirnya menjadi masalah ditengah jalannya
keharmonisan dan kedamaian keluarga tersebut. Permasalahan-
permasalahan kecil yang terakumulasi karena tidak adanya
penyelesaian yang baik akhirnya dapat menjadi masalah dan
hambatan besar. Apabila segala jalan dan upaya sudah ditempuh
untuk menyingkirkan hambatan-hambatan dan menyelesaikan segala
permasalahan tersebut tetapi ternyata tidak berhasil, maka jalan
terbaik yang ditempuh adalah perceraian. Perceraian dianggap
sebagai jalan instan untuk membereskan segala hambatan dan
permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga, perceraian bukan lagi
dianggap sebuah hal yang tabu untuk dijalani.

Perceraian adalah hal yang lumrah dan biasa terjadi pada
masyarakat. Pasangan suami istri terkadang kurang bahkan tidak
memikirkan dan memperhitungkan segala akibat dan konsekwensi
yang terjadi saat mereka memutuskan melakukan perceraian. “Yang
penting bercerai dulu, urusan lainnya dipikirkan belakangan sambil
jalan”, kata-kata itu mungkin yang ada dalam pikiran pasangan yang

hendak bercerai. Mereka menganggap segala permasalahan baru



yang akan terjadi pasca perceraian akan dapat diselesaikan.
Permasalahan diatas menjadi latar belakang penulis untuk melakukan
penelitian hukum dengan judul Analisis Akibat Hukum Dari Cerai

Ghaib Menurut Kompilasi Hukum Islam

. Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah yang hendak dicapai dalam
penelitian ini adalah :
1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya cerai Ghaib
bagi pasangan suami istri?
2. Bagaimanakah akibat hukum cerai ghaib berdasarkan Kompilasi

Hukum Islam?

. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dan harapan yang ingin dicapai melalui
penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang
menyebabkan terjadinya cerai ghaib bagi pasangan suami istri.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum cerai ghaib

berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.

. Kegunaan Penelitian
Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat

dan kegunaan :
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1. Kegunaan Teoretik
Sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan yang diharapkan
memberikan kontribusi pemikiran pada dunia akademika dan
penyandaran hukum pada masyarakat.

2. Kegunaan Praktik
Diharapkan berguna untuk menjadi acuan/pertimbangan bagi
penerapan suatu ilmu di lapangan atau masyarakat mengenai
Ghaib/mafqud (hilang) dengan beberapa landasan hukum yang
digunakan oleh Hakim dalam memahami dan mempertimbangkan
beberapa sebab terjadinya seorang suami menjadi orang tua

tunggal dalam sebuah rumah tangga karena Ghaibnya istri.
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BAB I

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian berasal dari kata dasar cerai, yang berarti putus
hubungan sebagai suami istri. Menurut bahasa perceraian adalah
perpisahan antara suami dan istrinya. Perceraian menurut Kamus
Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata cerai, yang berarti pisah,
putus hubungan sebagai suami istri.”Menurut pokok-pokok hukum
perdata bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan
putusan Hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan®.
2. Dasar Hukum Perceraian

Dasar hukum proses perceraian di Indonesia adalah UU No. 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975. Berdasarkan UU tersebut, dimungkinkan salah satu
pihak, yaitu suami atau istri melakukan gugatan perceraian. Walaupun
demikian, ada pembeda antara penganut agama Islam dan di luar
Islam dalam soal perceraian ini.

Pasangan suami-istri Muslim dapat bercerai dengan didahului
oleh permohonan talak oleh suami atau gugatan cerai oleh istri yang

didaftarkan pada pengadilan agama. Untuk pasangan non-Muslim

Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 164
8 Subekti, Pokok-pokok HukumPerdata, 42.
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dapat bercerai dengan mengajukan gugatan cerai (baik suami
maupun istri) melalui pengadilan negeri.
3. Akibat Perceraian

Adapun akibat perceraian antara lain®:

a. Dampak psikologis terhadap anak Efek psikologis perceraian
pada anak kerap menjadi kekhawatiran orang tua, bahkan
sebelum mengambil keputusan untuk berpisah. Mereka
umumnya khawatir keputusannya berdampak pada kondisi
kejiwaan anak hingga masa dewasa.

b. Ketidakstabilan kehidupan dalam pekerjaan, ketidakstabilan
psikologi ditandai dengan perasaan tidak nyaman, tidak
tentram, gelisah, resah, tidak damai, tidak bahagia, merasa
gagal, menyalahkan diri sendiri, kecewa, sedih, stress, takut,
khawatir, marah.

4. Sebab-Sebab Perceraian

a. Jeleknya dalam memilih pasangan tanpa mengetahui dengan
jelas agama dan akhlaknya

b. Kurang memerhatikan agama dan hak Allah terutama dalam
memerhatikan ibadah shalat.

c. Kurangnya tanggung jawab antara suami-istri seperti suami

yang meninggalkan tanggung jawab dalam rumah

® Sulaiman Rasjid, Figh Islam. Attahiriyah, Jakarta, 2004, hal. 380.
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Tidak harmonis hidup berumah tangga, tidak memerhatikan hak
satu sama lain, hingga tidak bisa saling memahami dan
bersepakat.

Saling berburuk sangka satu sama lain dan cemburu
berlebihan.

Banyak tuntutan yang mesti dipenuhi salah satu pasangan.

Istri merasa tinggi dari suami

Penyebab ekonomi dah hutang

Tidak tenang dan terus bertengkar.

5. Jenis-Jenis Perceraian

a.

Cerai Hidup

Cerai hidup merupakan perpisahan antara suami dan istri atau
berakhirnya hubungan vyang disebabkan oleh adanya
ketidakbahagiaan antara kedua belah pihak dan perceraian ini

diakui secara legal atau hukum.

. Cerai Mati

Cerai mati merupakan perceraian yang disebabkan oleh
meninggalnya salah satu pasangan baik suami maupun istri,
dimana pihak yang ditinggalkan harus menjalani kehidupannya
sendiri.

Cerai gugat

Cerai gugat merupakan berpisahnya hubungan suami dan istri
dimana pihak istri yang lebih dulu mengajukan gugatan cerai

kepada suami
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d. Cerai Talak

Cerai talak merupakan berpisahnya hubungan suami dan istri
dimana pihak suami yang memberikan talak kepada istri.

e. Cerai Ghaib
Cerai Ghaib yaitu alamat yang tidak sesuai atau hilang dan
tidak diketahui pasti. Dalam Islam pernikahan adalah sesuatu
hal yang sangat sakral dan apabila hubungan tidak dapat
dilanjutkan maka harus diselesaikan secara baik-baik.
Perceraian memang tidak dilarang dalam agama Islam, namun
Allah membenci sebuah perceraian. Bercerai adalah jalan
terakhir ketika terjadi permasalahan dan saat semua cara telah
dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga, namun tetap
tidak ada perubahan.

6. Alasan-Alasan Perceraian
Dalam penjelasan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Pasal

39 disebutkan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar

untuk perceraian adalah sebagai berikut:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat,
penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun
berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang

sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
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c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun
atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan
berlangsung;

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan
berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang
mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai
suami/isteri.

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi
dalam rumah-tangga Khusus yang beragama Islam, ada
tambahan dua alasan perceraian selain alasan-alasan di atas,
sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam
yaitu:

1) Suami melanggar taklik-talak;

2) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya
ketidakrukunan dalam rumah tangga. Dengan melihat
ketentuan mengenai beberapa alasan perceraian diatas,
disamping adanya ketentuan perceraian harus dilakukan
didepan sidang pengadilan, perceraian itu juga tidak
dilarang, akan tetapi pihak-pihak yang akan melakukan
perceraian harus mempunyai alasan-alasan yang kuat yang

dapat diterima oleh Majelis Hakim yang menangani perkara
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pihak yang bersangkutan, dari beberapa alasan di atas
dapat dipahami bahwa perceraian itu harus punya alasan
yang dibenarkan oleh hokum, baik hokum islam ataupun
perundang-undangan. Sebab anatar hokum Islam dengan
perundang-undangan  mempunyai kesamaan dalam
menyikapinya yaitu dengan prinsip  mempersukar
perceraian.
7. Dampak Perceraian
Perceraian walaupun dianggap sebagai salah satu cara
mengatasi pernikahan tidak bahagia, pasti membawa akibat-akibat
yang tidak menyenangkan. Perceraian pasti membawa dukacita.
Tentu saja tidaklah adil untuk mempersalahkan saja mereka yang
mengalami perceraian. Bagi mereka yang sungguh-sungguh saling
mencintai, perceraian pasti menjadi mimpi buruk, traumatic, dan
bahkan bisa menyebabkan kehiupan pribadi masing-masing kacau
balau, terlebih bila proses perceraian tidaklah mulus. Perceraian
pasti menyakitkan, menimbulkan luka besar dan sulit disembuhkan
untuk jangka waktu yang lama, terutama bagi pihak yang tidak
menghendaki perceraian terjadi. Rasa gagal dan bersalah dapat
menjadi tikaman yang hebat bagi mereka yang bercerai.
Perceraian dapat merusak sistem kemasyarakatan secara

luas. Masyarakat yang dibangun diatas pondasi keluarga-keluarga

yang rapuh akan mengakibatkan masyarakat yang rapuh juga.
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Tidak dapat disangkal bahwa mereka yang bercerai pada akhirnya
dapat membangun kembali keluarga baru yang bahagia, dan
bahwa mereka bisa mendidik anak-anak mereka dengan baik dan
menjadi anak- anak yang bahagiadan berhasil. Tetapi perceraian
memang bisa menimbulkan banyak persoalan dalam masyarakat,
misalnya saja banyak pasangan suami istri dan anak- anak korban
perceraian menjadi tidak produkiif.

Sebelum perceraian kita mengenal istilah talak. Talak ialah
terurainya ikatan nikah dengan perkataan yang jelas. Misal, suami
berkata kepada istrinya, “Engkau aku ceraikan.” Atau dengan
bahasa sindirian dan suami meniatkan perceraian. Misalnya,
suami berkata kepada istrinya, “Pergilah kepada keluargamu.”

Allah SWT juga berfirman, “Hai Nabi, apabila kamu
menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka
pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar),”

(QS. Ath-Thalag: 1).
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Terjemahan :

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka
hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat
(menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu
serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu
keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka
(diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang
terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang
melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah

berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui
barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru

B. Tinjauan Tentang Cerai Ghaib
1. Pengertian Cerai Ghaib

Cerai gugat Ghaib adalah istri mengajukan perceraian kerena si
istri tidak tahu keberadaan suaminya dan alamat suaminya. Ghaib
adalah orang yang hilang, suami yang tidak di ketahuai keberadaanya,
tidak di ketahui tempat tinggalnya.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam Cerai ghaib atau yang
lazim pula disebut cerai mafqud, dalam bahasa Arab secara harafiah
dapat diartikan sebagai “hilang”. Sesuatu dapat dikatakan hilang
apabila hal tersebut tidak ada atau lenyap. Berdasarkan istilah mafqud
bisa diterjemahkan sebagai al-ghoib. Kata tersebut secara bahasa
memiliki arti gaib, tiada hadir, bersembunyi, mengumpat. Gugatan
cerai gaib merupakan kasus perceraian yang hanya bisa terjadi pada
pasangan yang beragama Islam. Hal ini karena gugatan cerai gaib

hanya bisa diajukan kepada pengadilan agama saja.
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Mafqud menurut istilah syara® ialah orang yang pergi dari
tempat tinggalnya dan tidak dapat diketahui apakah dia masih hidup
atau telah meninggal dunia. Mafqud ialah bila seseorang pergi dan
terputus kabar beritanya, tidak diketahui tempatnya dan tidak diketahui
apakah dia masih hidup atau sudah mati; sedang hakim menetapkan
kematianya.

Proses penyelesaian perkara cerai ghaib mengacu pada
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sesuai
dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 19 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena
salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-
turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, atau
dikarenakan suatu hal lain diluar kemampuan.

Hal tersebut pengaturannya tercantum dalam pasal 45 KHI
Tentang Talik Talak yang menyebutkan, bahwasannya kedua calon
mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk
taklik talak dan perjanjian lain dengan syarat tidak bertentangan
dengan hukum Islam. Terdapat pula rumusan taklik talak yang sudah
mengikuti Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411
Tahun 2000 didalamnya memuat ketentuan sebagai berikut:

“Apabila saya:

1. Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;

2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya,;
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3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya;

4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam)
bulan atau lebih Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya
tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama,
maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut
kemudian istri saya membayar uang sebesar Rp. 10,000,-(sepuluh
ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah
talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan Agama saya
memberikan kuasa untuk menerima uang iwadh (pengganti)
tersebut dan menyerahkannya untuk keperluan ibadah sosial.”
Dalam rumusan yang terdapat dalam taklik talak itu disebutkan
bahwa istri dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama
jika suami meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut.

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami
isteri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa
diantara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami
isteri  Pada prinsipnya Undang-Undang Perkawinan adalah
mempersulit adanya perceraian tetapi tidak berarti Undang-Undang

Perkawinan tidak mengatur sama sekali tentang tata cara perceraian

bagi para suami isteri yang akan mengakhiri ikatan perkawinannya

dengan jalan perceraian.

Dalam hal ini, terpampang jelas bahwa perceraian dapat terjadi

dikarenakan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama waktu
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yang ditentukan dan tidak diketahui keberadaannya maka dapat putus
perceraian atas putusan hakim. Hukum Islam berpandangan bahwa
menganjurkan suami untuk mengajukan cerai talak di Pengadilan
seperti yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam yang
berhubungan dengan istri hilang (mafqud/ghoib) pada pasal 116 point
b yang menyatakan: “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama
2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang
sah atau karena hal lain di luar kemampuannya®
2. Dasar Hukum dari Cerai Ghaib

Pasal 27 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975,
dasar hukum mengenai cerai ghaib di Indonesia diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sejalan
dengan UUP jo PP No. 9 Tahun 1975, KHI melalui pasal 45 tentang
taklik talak dan pasal 116 huruf b juga memuat ketentuang tentang
sebab perceraian karena salah satu pihak meninggalkan pasangannya
selama 2 tahun berturut-turut yang dapat digunakan sebagai dasar
gugatan cerai ghaib. Cerai ghaib menimbulkan akibat hukum berupa
kepastian hukum terhadap status cerai terhadap pihak yang
ditinggalkan oleh salah satu pihak yang tidak diketahui keberadaannya
yang menyebabkan tidak jelasnya status perkawinan. Perlindungan

hukum yang yang dikeluarkan dalam putusan cerai ghaib berupa

10 Abdurrahman, Op.Cit, hal. 141
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kekuatan status cerai yang berkekuatan mutlak dan tidak dapat
diganggu gugat, namun tidak memberikan perlindungan hukum
terhadap hak istri dalam perceraian berupa nafkah dalam masa iddah
dan terhadap hak hadhanah dan nafkah lahir bathin yang seharusnya
diperoleh anak dan menjadi kewajiban ayah tidak dapat terpenuhi
dikarenakan keberadaan suami yang ghaib atau tidak diketahui
keberadaannya®!.

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
Tentang Kekuasan Kehakiman yang mengamanatkan agar Pengadilan
membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan
dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana,
cepat, dan biaya ringan.

Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang
Peradilan Agama juga memberi amanat yang sama, Pengadilan
membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya
mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan
yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.Dalam pasal ini dijelaskan
bahwa istri bisa mengajukan gugatan pada suami di pengadilan agama
yang wilayah hukumnya berada di kediaman penggugat. Sehingga hal
ini juga berlaku untuk Anda yang ingin mengajukan gugatan cerai
ghaib yang mana kediaman atau alamat suami (tergugat) tidak

diketahui.

11 https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/25302
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Dasar hukum mengenai perceraian gaib juga dimuat dalam
beberapa peraturan mengenai hukum islam. Mulai dari syarat bisa
dilakukannya sidang perceraian gaib hingga proses pemanggilan
tergugat dalam sidang gaib. Hilang dalam hal ini dibagi dalam dua
macam, yaitu sebagai berikut:*?

a. Hilang yang tidak terputus karena diketahui tempatnya dan ada
berita atau informasi tentangnya.

b. Hilang yang terputus, yaitu yang sama sekali tidak diketahui
keberadaannya serta tidak ditemukan informasi tentangnya.

Dalam hukum Islam terdapat fasakh karena suami ghaib (al
mafqud), yaitu suami yang meninggalkan tempat tetapnya dan tidak
dapat diketahui ke mana perginya, serta tempat tinggalnya dalam
waktu yang lama. Hal tersebut tentu saja akan menyulitkan kehidupan
istri yang ditinggalkan, terutama bila suami tidak bertanggung jawab
meninggalkan nafkah bagi kehidupan istri dan anak-anaknya.
Berdasarkan kamus istilah fikih mafqud ialah orang yang hilang dan
menurut zahirnya tertimpa kecelakaan, yang kemudian dapat diartikan
seperti orang yang meninggalkan keluarganya pada waktu malam atau
siang atau keluar rumah untuk menjalankan sholat atau ke satu tempat
yang dekat kemudian tidak kembali lagi atau hilang di dalam kancah
pertempuran. Berikut beberapa ketentuan khusus yang mengatur

tentang cerai gaib yang ada di Indonesia. Dasar hukum mengenai

12 Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: Yayasan penyelenggara
Penterjemah/Penafsir Al-Qur*an, 1973), hal. 304.
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cerai ghaib sebagai berikut: Herzien Indlandsch Reglement (HIR)

(S.1941-44):

1)

2)

3)

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun
2006 dan terakhir kalinya oleh Undang-Undang No. 50 Tahun
2009;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan
Kompilasi Hukum Islam.

Tata Cara Persidangan Ghoib Di Majelis Hukum Agama
Mengirimkan Pesan Permohonan/Gugatan (Minimum 8 Salinan)
Menyerahkan Kutipan Asli/Duplikat Akta Nikah

Fotokopi Kutipan Asli/Surat Nikah Gandakan (1 Lembar)

. Fotokopi Identitas Diri atau KTP Pemohon (1 Lembar)

Menyerahkan Pesan Penjelasan dari Lurah/Camat tempat tinggal
Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon yang menyatakan
bahwa Tergugat/Termohon telah pergi dengan alamat yang tidak
jelas (1 Lembar)

Izin pesan/Penjelasan Perceraian dari pejabat yang berwenang

untuk PNS, Tentara Nasional Indonesia (TNI)/POLRI

. Nomor Persyaratan. 3, 4, dan 5 disegel dan distempel di Kantor

Pos
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h.

4.

Pembayaran Soal Pembayaran melalui Bank BNI Syariah atau
melalui Swipe Machine/EDC menggunakan Kartu Debit.
Biaya persidangan cerai Ghaib

Biaya Cerai Ghaib ini terbagi menjadi enam, yaitu biaya

pendaftaran, biaya proses, panggilan pemohon, panggilan termohon,

biaya redaksi, dan biaya materai. Berikut ini masing-masing

perkiraannya's:

a.

b.

g.

Biaya pendaftaran: Rp 30.000
Biaya proses: Rp 50.000

Panggilan pemohon: Rp 80.000 (x3): Rp 240.000

. Panggilan termohon: Rp 80.000 (x4): Rp 320.000

Biaya redaksi: Rp 5.000
Biaya materai: Rp 6.000

Total biaya yang dikeluarkan: Rp 651.000

Biaya Cerai Talak Ghaib

a.

b.

g.

Pendaftaran: Rp30.000
Biaya proses: Rp75.000

Biaya panggilan pemohon 2x: Rp250.000

. Biaya PNBP panggilan pertama pemohon: Rp10.000

Biaya panggilan termohon 3x: Rp375.000
Biaya PNBP panggilan pertama termohon: Rp10.000

Biaya pemberitahuan isi putusan pada pemohon: Rp125.000

13 Emmafarti,Hakim pengadilan agama medan,27 desember 2019

